GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Menimbang

Mengingat

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan
Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Banten;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);



. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi Dan  Daerah  Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan;



Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

10.

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Berita Dearah Provinsi Banten Tahun
2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Berita Dearah Provinsi Banten Tahun
2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN

KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi

Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi

Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2020 Nomor 59) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf c diubah dan disisipkan 2 (dua)
huruf setelah huruf d yakni huruf d1 dan huruf d2, sehingga Pasal 36
berbunyi sebagai berikut:

(1) Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu
gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
dan kewenangan :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya,;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

d1l.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

d2.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi

sebagai berikut:

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diklasifikasi
Tipe A.

(2) Inspektorat tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi
inspektorat dengan beban kerja yang besar.

(3) Inspektorat tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3

(tiga) sub bagian.



3. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf f diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi terdiri dari:
a. Inspektorat Provinsi;
b. Sekretaris, membawahkan :
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan,;
2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan

3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Inspektorat Pembantu I ;

d. Inspektorat Pembantu II ;
e. Inspektorat Pembantu III ;
f. Inspektorat Pembantu IV.

4. Ketentuan Pasal 163A diubah, sehingga Pasal 163A berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 163 A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang
melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor
83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2020 Nomor 59), tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru

berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2021
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.
Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001




